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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan salah satu Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dalam Bab 23 mengenai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

I. GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum
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Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal
daerah;
Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di
daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas
penanaman modal;
Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh
dalam rangka pengembangan penanaman modal;
Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam
negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman
modal;
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan
dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi
kewenangan daerah;
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah;
Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan
dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui
multimedia; dan
Pengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan,
dan non perizinan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah dinas
yang berada di bawah dan
bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. 
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dipimpin oleh
Kepala Dinas.

1.

2.

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai
tugas membantu
Gubernur dalam
melaksanakan
kewenangan
desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sesuai dengan
kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-
undangan

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Tugas Fungsi
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C. Susunan Organisasi

Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri atas:

1.
2.

        a. Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
        b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
   3. Bidang, terdiri dari :
        a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
             Penanaman Modal;
        b. Bidang Promosi Penanaman Modal;
        c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
        d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
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D. Struktur Organisasi

DPMPTSP Prov. Kalteng 



Laki-laki      
Perempuan 

S.1             
SLTA          
SLTP           

  Berdasarkan Jenis Kelamin

 Berdasarkan Pendidikan 

Laki-laki      
Perempuan

Eselon II     
Eselon III   
Eselon IV  
Pelaksana  
Fungsional 

S.2       
S.1      
D. III    
SLTA   

Berdasarkan Jenis Kelamin

 Berdasarkan Eselonering

 Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah PPNPN: 13 OrangJumlah ASN : 49 Orang

E. Sumber Daya Manusia
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TMT, 1 Juli 2023

: 9 Orang
: 4 Orang
 
: 6
: 6
: 1

: 26 Orang
: 23 Orang
 
: 1 Orang
: 3 Orang
: 2 Orang
: 30 Orang
: 13 Orang
 
: 17
: 19
: 12
: 1



FungsiTugas

Sekretariat mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan
program dan menyelenggarakan
tugas-tugas bidang secara terpadu
dan tugas pelayanan administratif
serta keuangan dan aset,
kepegawaian, ketatausahaan,
protokol, hubungan masyarakat dan
rumah tangga, organisasi, tata
laksana serta dokumentasi peraturan
perundang-undangan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan
program Dinas serta perencanaan anggaran; 
Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas; 
Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian; 
Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan dan aset; 
Pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan
masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan
serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan
dan kepegawaian; 
Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

II. SEKRETARIAT

A. Tugas dan Fungsi
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B. Kegiatan
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Pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan
kebijakan rencana umum penanaman modal
daerah; 
Pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan iklim
penanaman modal; 
Pengembangan potensi penanaman modal di
daerah; 
Pembinaan, pengendalian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

1.

2.

3.

4.

5.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang perencanaan dan pengembangan
iklim penanaman modal, melaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengelolaan data dan informasi terkait
penanaman modal, perizinan dan non
perizinan yang terintegrasi pada tingkat
daerah melalui multimedia.

III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN
PENANAMAN MODAL 

A. Tugas dan Fungsi

FungsiTugas

10DPMPTSP Prov. Kalteng 



            Peta potensi adalah gambaran singkat
tentang potensi suatu wilayah, diantaranya
berupa gambaran suatu daerah/wilayah, titik
koordinat lokasi, kondisi alam, potensi tersedia,
visualisasi. Peta potensi investasi memberikan
gambaran nilai investasi, aspek keuangan,
aspek legalitas, aspek pasar dan bentuk
kerjasama serta investasi.

            Peluang Investasi adalah peluang
berusaha bagi para investor guna mendapatkan
keuntungan melalui  kegiatan penanaman
modal.

a. Peta Peluang Investasi:

11

B. Kegiatan 

Pembuatan Peta Peluang Investasi1.
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b. Tujuan Pembuatan Peta Peluang Investasi

12

Menyediakan data dan informasi
bagi para calon investor untuk
menanamkan modal di daerah; 
Meningkatkan kemampuan daya
saing daerah; 
Menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif di daerah;
Mendukung pembaruan data dan
informasi secara digital pada
Aplikasi Potensi Investasi Regional
(PIR) BKPM-RI

1.

2.

3.

4.

DPMPTSP Prov. Kalteng 



c. Komponen Peta Peluang Investasi
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d. Rekapitulasi Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi
    Prov. Kalteng dari Tahun 2017 s/d 2023
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Kegiatan ini adalah perumusan/pembuatan regulasi tentang
pemberian fasilitas/insentif kepada investor dengan tujuan
meningkatkan investasi di daerah.
Regulasi ini memuat tata cara pemberian fasilitas/insentif kepada
para investor.

2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang 
     Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
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3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Provinsi

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah
Provinsi yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. 
RUPM berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan
penanaman modal  daerah Provinsi.



Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar
pelayanan publik dan standar operasional prosedur
pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan
informasi dan pengaduan; 
Pelaksanaan koordinasi proses bisnis dan teknis
pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan
informasi dan pengaduan; 
Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non
perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan; 
Pembinaan dan evaluasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; 
Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Bidang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang
pelayanan perizinan dan non
perizinan penanaman modal dan
sektoral serta pelayanan informasi
dan pengaduan secara terpadu
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

Tugas Fungsi

IV. BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BIDANG II)
A. Tugas dan Fungsi

16DPMPTSP Prov. Kalteng 



"MOTTO LAYANAN"
“Melayani Setulus Hati Untuk Mendorong Investasi”

"MAKLUMAT PELAYANAN"
Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup

Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar
Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila

Tidak Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah
Ditetapkan Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai

Ketentuan Yang Berlaku.
 

B. Motto dan Maklumat Pelayanan

17DPMPTSP Prov. Kalteng 



Proses  dokumen per iz inan berusaha dan non per iz inan
melalu i  apl ikas i  Onl ine S ingle  Submiss ion Risk  Based
Approach (OSS RBA)  dan SiCant ik  Cloud.

1

2

3

Tracking proses  per iz inan melalu i  website  :
www.dpmptsp.kalteng.go. id

Noti f ikas i  proses  per iz inan berusaha dan non per iz inan
disampaikan secara onl ine ke pelaku usaha melalu i  emai l .

Dokumen per iz inan berusaha dan non per iz inan
yang diterbitkan,  d itandatangani  secara e lektronik
di lengkapi  dengan QR Code.

4

C. Layanan Perizinan Berbasis Online

18DPMPTSP Prov. Kalteng 



Memberikan layanan informasi  mengenai  kebi jakan penanaman modal ,
potensi  daerah,  kegiatan promosi ,  Standar  Operas ional  Prosedur
Per iz inan (Persyaratan,  waktu dan biaya) ,  hak dan kewaj iban pelaku
usaha/investor  dan Indeks Kepuasan Masyarakat  ( IKM).

D. Kegiatan

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu1.

2. Jenis Perizinan dan Non Perizinan
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 3. Bagan Alur Proses Pelayanan
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          Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
berupaya mengembangkan akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari
tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggung jawabkan tugas,
fungsi dan wewenangnya kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih
terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

          Layanan pengaduan masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat
menjadi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui Loket Informasi dan
Pengaduan, kotak saran maupun tidak langsung melalui surat, Sosial Media/WhatApp/email,
website dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) 

4. Fasilitasi Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
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Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanaman modal lingkup daerah;
Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam
dan luar negeri;
Penyusunan bahan, sarana dan prassarana promosi
penanaman modal;
Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan
promosi penanaman modal;
Pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam membangun citra
Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal; 
Penghubung (liaison officer) antara Pemerintah Provinsi
dengan penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri; 
Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bidang Promosi Penanaman
Modal mempunyai tugas
merencanakan, menyusun,
merumuskan dan melaksanakan
pengembangan
kebijakan/strategi di bidang
promosi penanaman modal
lingkup daerah, didalam dan luar
negeri. 

Tugas Fungsi

V. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL (BIDANG III)
A. Tugas dan Fungsi
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Workshop, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal
IPRO (Investment Project Ready to Over)

Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal meliputi  :

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP Prov. Kalteng 

B. Kegiatan



38

Media Cetak  Promosi Penanaman Modal

Media  Elektronik Promosi Penanaman Modal

a. Penyusunan Sapras Promosi Penanaman Modal:

      (Leaflet, Banner, Buku Saku, dll.)

     (Video Promosi, Videotron, Sosial Media, dll.)

2. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP Prov. Kalteng 
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Pameran Investasi
Business Maching
One on One Meeting
Forum Investasi

b. Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi :

DPMPTSP Prov. Kalteng 
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1. Kalteng EXPO

DPMPTSP Prov. Kalteng 

Dalam rangka membangun citra Kalimantan Tengah sebagai
daerah tujuan Penananaman Modal, DPMPTSP turut serta
memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun,
dengan kegiatan:

Pawai Budaya Isen Mulang menampilkan tema perizinan
berusaha dan non perizinan yang dikemas dalam tampilan
budaya Kalteng meliputi Pawai Mobil Hias dan Perahu Hias.

Kalteng EXPO menampilkan potensi unggulan daerah dan
membuka layanan PTSP on site untuk memberi layanan perizinan
berusaha dan non perizinan kepada masyarakat. 

2. Pawai Budaya Isen Mulang



Pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha
dan peraturan perundang-undangan; 
Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanam modal; 
Pemantauan realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan
wilayah; 
Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

1.

2.

3.

4.

5.

Bidang Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai
tugas melaksanakan
pengendalian, pengawasan,
evaluasi, dan pembinaan atas
pelaksanaan penanaman
modal di daerah.

Tugas Fungsi

VI. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (BIDANG IV)
A. Tugas dan Fungsi
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PEMANTAUAN

PENGAWASAN

PEMBINAAN

Pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) yang disampaikan secara dalam
jaringan (daring) oleh pelaku usaha;
Identifikasi data perizinan berusaha;
Realisasi penanaman modal di lokasi
proyek; dan
Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku
usaha.

Analisa dan verifikasi data, profil dan
informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
Inspeksi lapangan; dan
Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan
Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

Pendampingan dan penyuluhan meliputi
pemberian penjelasan, konsultasi,
bimbingan teknis dan/atau kegiatan
fasilitasi penyelesaian masalah oleh
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota atas Terhadap
permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha. 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 
Laporan Kantor Perwakilan (profil pelaku
usaha)
Laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha
dalam negeri
Laporan realisasi impor yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha badan usaha;dan
Data, Profil dan Informasi Pelaku Usaha.

Analisa dan verifikasi data, profil dan
informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha 
Indikasi pelanggaran ketentuan
Kepatuhan terhadap kewajiban pelaku usaha
Pengaduan terhadap pelaku usaha

Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang dihadapi
oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya
Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha
Sosialisasi teknis kepada Pelaku Usaha
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B. Kegiatan URAIAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN



BKPM
DPMPTSP Provinsi DPMPTSP Kab/Kota Badan PKBPB/

Administrator KEK
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C. Pembagian Kewenangan Pengawasan  dan Pengendalian Penanaman Modal 
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D. ALUR PENGAJUAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) NON UMK TAHAP KONSTRUKSI /PERSIAPAN
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Pelaku Usaha Non UMK

E. Alur Kegiatan Pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
    (LKPM) NON UMK Tahap Operasional dan/atau Komersial

Melakukan pelaporan
LKPM Tahap

Operasioanl dan/atau
Komersial melalui

sistem OSS berbasis
Risiko

Memilih Kegiatan
Usaha Tahap

Operasional dan/atau
Komersial yang akan

dilaporkan

Mengisi Formulir LKPM
yang akan dilaporkan

Pengajuan LKPM Tahap
Operasional dan/atau
Komersial Terkirim ke

Verifikator

Melakukan pelaporan LKPM
Tahap Operasioanl dan/atau

KomerProses Verifikasi LKPM
Tahap Operasional dan/atau

Komersialsial melalui sistem OSS
berbasis Risiko

LKPM Tahap
Operasional dan/atau

Komersial Disetujui
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